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ABSTRAK

Singkatnya, SDGs adalah program pembangunan yang dijadikan komitmen global
sekaligus nasional. Sebagai salah satu negara yang menerapkan SDGs, Indonesia
berkomitmen untuk menyukseskan SDGs melalui beberapa langkah-langkah
strategis. Keterlibatan pemerintah diawali dengan menempatkan SDGs sebagai arah
tujuan pembangunan nasional. Selain pemerintah, kontribusi antara pihak swasta,
masyarakat, ataupun para tokoh-tokoh penting dalam memberikan pandangan atau
gagasan terkait pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kesejahteraan baik dari
segi konvensional ataupun syariah serta pandangan Islam juga penting dan turut
andil dalam memberikan solusi atas permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan
program pembangunan demi menciptakan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Kesejahteraan Sosial, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Berakhirnya Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015
masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah yang harus dibenahi (Aziz, et al, 2023).
Adapun program yang dibuat sebagai penyempurnaan dari MDGs adalah Sustainable
Development Goals (SDGs) yang melibatkan lebih banyak negara baik itu negara maju
maupun berkembang dan mempunyai lebih banyak isu yang harus diselesaikan
bersama demi pembangunan berkelanjutan untuk menjamin hak asasi manusia,
menjaga kualitas lingkungan untuk kualitas hidup yang lebih baik dari generasi ke
generasi (Wahyuningsih, 2018).

Dalam lingkup perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi pada
kenyataannya tidak selalu menghasilkan sinergi dari berbagai pihak dengan tujuan
pemerataan ekonomi (Aziz & Nur’aisah, 2021). Karena pada pengimplementasian
segenap kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi justru menimbulkan
kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Sehingga makna kesejahteraan hanya dapat
dinikmati oleh segelintir orang saja, sisa nya masih berada dalam lingkaran
kemiskinan atau tidak memiliki peningkatan taraf hidup yang nyata (Aziz, 2021).
Oleh karena itulah, hal ini harus menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan
berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pelayanan ekonomi,
kesehatan, pendidikan berkualitas, jaminan sosial, dan lain lain sebagai bentuk untuk
menciptakan kesejahteraan sosial dalam suatu negara (Pamungkas, dkk, 2018)



Lantas bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri?
Apakah laju pertumbuhan ekonomi tersebut sudah berhasil menciptakan
kesejahteraan sosial di tengah masyarakat? Badan Pusat Statistik atau BPS
melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal 1I-2021 mengalami
peningkatan hingga 7,07 persen secara tahunan (year on year/yoy). Hal ini
menunjukkan bahwa Indonesia berhasil meningkatkan perekonomian nasional di
tengah pandemi covid-19 yang melanda berbagai negara di seluruh dunia. Namun
dibalik peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut, tingkat kesejahteraan
masyarakat belum mencapai hasil yang maksimal dan mengalami penurunan
(Bakhri, et al, 2023). Tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari 5 aspek yakni
kesehatan fisik, hubungan sosial, keluarga, finansial, dan pekerjaan (Kementrian
Investasi/BKPM, 2021).

Masih lemahnya tingkat kesejahteraan di tengah masyarakat itulah yang
menjadi target pemerintah dalam meningkatkan taraf kehidupan yang layak bagi
masyarakat dengan mengeluarkan sejumlah upaya atau program pembangunan
berkelanjutan yang adil. Selain itu kontribusi dari segala pihak yang menyumbangkan
ide ataupun pemikiran yang terkait dengan program pembangunan seperti
pemikiran para ekonom Islam atau konvensional juga turut menunjang keberhasilan
untuk meningkatkan kesejahteraan di Indonesia (Bakhri, et al, 2021).

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual, dan sosial dari warga negara sehingga dapat mempertahankan
hidup dengan layak (Dharmayanti & Aziz, 2024). Pemenuhan kesejahteraan tersebut
tidak terlepas dari program atau kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah juga
dukungan dari segala pihak. Dalam perspektif ekonomi, kesejahteraan merupakan
tugas suatu negara untuk memberikan kehidupan yang layak bagi warga negara nya
dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh
pemerintah seperti misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan berkualitas, tenaga
kerja, dan jaminan social ( Dahlan, 2014).

PEMBAHASAN

Pada dasarnya pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat yang meliputi aspek ekonomi, sosial, ataupun
dari lingkungan (Fatmasari, et al, 2022). Namun pada pelaksanaannya selama ini
tidak memperhatikan aspek lingkungan itu sendiri sehingga menyebabkan
kerusakan lingkungan juga pencemaran yang semakin terjadi (Isbandi, 2005).
Sehingga diperlukan upaya- upaya pembangunan berkelanjutan yang ramah
lingkungan. Sedangkan menurut Walter A. Friedlander, dalam Whibawa dkk,
menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu usaha-usaha sosial yang
dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu individu
atau kelompok guna mencapai taraf hidup yang layak dan memuaskan serta
membangun relasi untuk mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal.
(Dalam Whibawa dkk, 2015).

Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) merupakan
pembangunan yang memenuhi Kkebutuhan sekarang tanpa mengurangi



kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya
sendiri. Sementara Mannion menyebutkan bahwa konsep sustainable development
adalah suatu kebutukan guna melakukan rekonsiliasi pembangunan ekonomi,
kualitas kehidupan, dan lingkungan dalam kerangka politik yang beragam yang saling
berkaitan pada tingkat internasional dan global (Fatmawati, et al, 2022).

Terdapat perbedaan pandangan mengenai pertumbuhan ekonomi yang
bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat antara ilmu ekonomi
konvensional dan ilmu ekonomi Islam (Haerisma, et al, 2023). Pada ilmu ekonomi
konvensional hanya berorientasi kepada pertumbuhan yang tinggi dari suatu
aktifitas kehidupan ekonomi, tanpa menyertainya dengan distribusi yang merata dari
output yang dihasilkan, yang ujung-ujungnya berakhir pada kesejahteraan materi
yang pendistribusiannya tidak merata untuk kesejahteraan manusia. Berbeda
dengan pandangan ilmu ekonomi konvensional, ilmu ekonomi Islam memandang
pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan
materi manusia tanpa memandang ras, agama, dan bangsa. Lebih dari itu, ilmu
ekonomi Islam mempunyai orientasi ganda dalam hal ekonomi yaitu kesejahteraan
materi (Duniawi) dan kepuasan batin (Ukhrawi). (P. Pardomuan Siregar, 2018).

Tak ada negara yang tidak melakukan pembangunan bagi negaranya.
Sejatinya, pembangunan merupakan proses perubahan menuju sesuatu yang lebih
baik. Kondisi yang lebih baik dari keadaan semula menjadi tujuan dari
dilaksanakannya pembangunan (Harjadi, et al, 2021). Pembangunan yang
dilakukan pun seyogyanya memperhatikan hal-hal penting yang mendukung setiap
prosesnya. (Mira Rosana, 2018).

Berikut merupakan ciri-ciri dari pembangunan berkelanjutan untuk mencapai
kesejahteraan sosial di Indonesia diantaranya adalah: 1) Memberi kemungkinan
pada kelangsungan hidup. 2) Memanfaatkan sumber daya alam dengan
menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. 3) Memberikan kesempatan pada
sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama di seluruh daerah. 4)
Meningkatkan dan melestarikan kemampuan serta fungsi ekosistem untuk
memasok SDA. 5) Menggunakan prosedur dan tata cara memperhatikan kelestarian
fungsi dan kemampuan ekosistem. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan
merupakan solusi yang tepat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang
adil dan memberikan kesejahteraan pada setiap masyarakat Indonesia. Karena pada
pelaksanaan program pembangunan di era sustainable development goals belum
memperhatikan kondisi lingkungan sekitar sehingga menyebabkan kerusakan dan
pencemaran lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya manusia untuk memperbaiki mutu
kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem pendukung
kehidupannya (Harjadi, et al, 2023). Dewasa ini masalah pembangunan
berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus disosialisasikan
di tengah masyarakat.Pembangunan berkelanjutan (Emil Salim, 1990) bertujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan
aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan
untuk mencari pemerataan pembangunan antargenerasi di masa kini maupun
masa mendatang. Menurut KLH (1990) pembangunan, yang pada dasarnya lebih
berorientasi ekonomi, dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria.



Yaitu: (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion of
natural resources; (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3)
Kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources ataupun replaceable
resource.

Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sendiri
menitikberatkan pada 3 faktor yang harus diperhatikan; ekonomi, sosial dan
lingkungan. Keseimbangan dalam ketiga faktor tersebut diharapkan akan menjadi
solusi dalam mewujudkan pembangunan suatu negara serta pemberdayaan
lingkungan dan sosial di masyarakat. Di dalam islam, konsep pembangunan
berkelanjutan itu sendiri sebenarnya bukanlah barang yang baru. Jauh sebelum
sadarnya masyarakat global terhadap isu sosial dan lingkungan dalam industrialisasi
serta diadakannya konferensi pertama PBB dalam bidang Lingkungan Hidup,
Alquran pada 1400 tahun yang lalu telah menyerukan kepada umat manusia untuk
memanfaatkan kekayaan alam dan juga seruan untuk tidak berbuat kerusakan yang
tercantum pada surah Al-Baqarah ayat 60. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil
3 poin penting yaitu: Pertama, ketika Allah menyuruh Musa untuk memukul batu
dengan tongkatnya dan kemudian memancarkan air daripadanya, merupakan
petunjuk bahwasanya kekayaan alam yang ada di bumi merupakan pemberian dari
Allah Swt. yang diturunkan kepada umat manusia untuk dimanfaatkan sebaik-
baiknya dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Air merupakan simbol dari
kekayaan alam yang mana merupakan komponen terpenting dalam siklus
kehidupan (Layaman, et al, 2021).

Kedua, ketika Allah kemudian memancarkan dua belas mata air, yang dimana
disebutkan dalam Tafsir Jalalayn, merupakan jumlah dari dua belas suku Bani Israil.
Allah telah membagikan rezeki kepada suku-suku tersebut secara adil di antara
mereka agar tidak berseteru antara satu dan lainnya. Hal ini merupakan simbolis
dari faktor sosial yang mana merupakan salah satu faktor dari semangat
pembangunan keberlanjutan dalam menciptakan keseimbangan sosial sehingga
tidak terjadinya ketimpangan. Kekayaan alam seharusnya dimanfaatkan untuk
seluruh umat manusia, tidak hanya oleh segelintir orang, yang mana kemudian
juga akan menciptakan mudarat bagi umat manusia lainnya. Ketiga, merupakan
penegasan Allah Swt. kepada manusia setelah diberikan karunia kekayaan alam,
kemudian untuk menjaga lingkungan sekitar dan tidak membuat kerusakan di muka
bumi. (Agung Wiranto, 2018).

Materialisme mengajarkan bahwa kesejahteraan diukur dari pemilikan
barang-barang mewah. Semakin banyak barang mewah yang dimiliki maka tingkat
kesejahteraannya semakin tinggi pula, begitu pun sebaliknya. Logika masyarakat
sekarang tentang kesejahteraan terkontruksi dengan pemikiran materialisme.
Dimana sangat tidak masuk akal dalam arti lain sangat susah untuk diterima oleh
akal jika mengatakan bahwa orang yang tinggal di gubug sederhana jauh lebih
sejahtera dibanding dengan orang yang tinggal di apartemen mewah, atau
menganggap gila jika ada yang mengatakan bahwa orang yang hanya memiliki
sepeda butut jauh lebih sejahtera dibanding dengan orang yang memiliki BMW
limited edition.



Adanya perubahan struktur sosial masyarakat saat ini tidak dapat dipisahkan
dari sistem ekonomi yang dianut. Sistem ekonomi kapitalis yang memuja materi
sebagai indikator kesejahteraan (economisentris). Orang akan lebih dihargai jika
memiliki ekonomi yang bagus. Hal ini terbukti ketika saat ini masyarakat ternyata
lebih menghargai individu yang punya banyak uang walau seorang koruptor
dibanding orang alim atau baik hati tapi miskin. Seiring dengan semangat umat Islam
untuk berusaha menerapkan ajaran agamanya, muncullah kajian tentang
kesejahteraan dalam perekonomian yang berbasiskan syariah Islam. Paradigma
ini menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai bila seluruh
aktivitas manusia berlandaskan syariah atau hukum-hukum Islam.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan
ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa peningkatan
kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhiratnya (Jaelani, et al,
2021). Pembangunan tidak boleh hanya berkait dengan maslahah dunia saja, tetapi
juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi (transendental). Oleh karenanya,
pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syari’ah, baik dalam
bentuk firman Tuhan, sabda Rasul, ijma, qiyas, maupun ijtihad para ulama fakih.
Pembangunan manusia secara utuh telah menjadi target pertama dalam ekonomi
Islam. Dengan kata lain, pembangunan tidak sekedar membangun ekonomi rakyat,
tetapi juga membangun sikap mentalnya (mental attitudes). Pembangunan juga tidak
sekedar kebutuhan jasmaninya, tetapi juga kebutuhan rokahninya. Kebutuhan
rokhani yang terbangun akan secara otomatis mendorong kemandirian, dan
kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya, dan membangun
bangsa dan umat manusia. (Agung Eko Purwana, 2013)

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN

Konsep pembangunan berkelanjutan menempatkan isu yang menyesuaikan
kebutuhan masa kini dengan juga mempersiapan kebutuhan generasi yang akan
datang (Emas, 2015). Penjelasan lebih elaboratif disampaikan oleh Albeit bahwa
terdapat hubungan antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan
(Emas, 2015). Arah kebijakan dari konsep pembanguan berkelanjutan adalah
menjaga stabilitas jangka panjang yang menyelaraskan berbagai pendekatan
pembangunan baik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Seperti yang dicantumkan
dalam Deklarasi Rio bahwa setiap negara memiliki peranan dalam isu pembangunan
berkelanjutan, yang diperjelas dengan pembagian klasifikasi negara maju dan
berkembang. (Emas, 2015).

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,
spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial (UU No. 11
Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). Permasalahan kesejahteraan sosial
yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum
terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh
pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami
hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan



secara layak dan bermartabat. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha
yang terencana dalam melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensisosial
dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan
mengatasi masalah sosial, serta memperkuat instunsi-instunsi sosial. (Suharto,
Dalam M.]. Maspaitella dkk, 2014:158).

Program pembangunan kesejahteraan sosial sudah memiliki indikator output
dan outcome, namun pencapaiannya masih belum sesuai dengan yang diharapkan.
Ruang lingkup dan sasaran pelayanan program pembangunan kesejahteraan sosial
terlalu luas dan variatif sehingga tidak semua permasalahan dapat ditangani dengan
baik atau tidak intensif (Nasir, et al , 2022). Kemanfaatan program pembangunan
kesejahteraan sosial tidak dapat dirasakan secara segera melainkan butuh waktu
karena menyangkut perubahan perilaku manusia, sedangkan penilaian
keberhasilan program lebih menekankan pada output karena didasarkan pada
periode tahun anggaran, terbukti dari keberfungsian sosial dan peran peserta
program yang belum maksimal ketika dievaluasi. Infrastruktur sosial, tenaga
kesejahteraan sosial, dan tenaga pendamping berbagai program pembangunan
kesejahteraan sosial telah terbangun dengan segala kelengkapan yang telah
diinvestasikan. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan sejumlah program
lainnya yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan kesejahteraan
sosial yang masih belum merata di tengah masyarakat seperti program
pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, pemberdayaan keluarga dan
masyarakat. Program-program tersebut dibentuk pemerintah bertujuan untuk
menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu bersaing dan
meningkatkan perekonomia n nasional sehingga terciptanya kesejahteraan
sosial. (Mu'man Nuryana, dkk, 2019).

TINGKAT KEBERHASILAN DALAM PENANGANAN KESEJAHERAAN SOSIAL DI
INDONESIA

Pembangunan sosial merupakan proses perubahan yang terencana dan
terarah. Di Indonesia, tujuan pembangunan adalah untuk menciptakan
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Jika kesejahteraan sosial menjadi tujuan
yang akan dicapai dari sebuah pembangunan, maka diperlukan suatu yang dapat
mengukur tingkat kesejahteraan sosial (Wadud & Layaman, 2023). Perlu kiranya
dipahami terlebih dahulu Pemikiran Chow (2011), bahwa pembangunan
Sosial/kesejahteran sosial memiliki ciri-ciri ~ Penting yaitu upaya untuk
menyerasikan Kebijakan sosial dengan kegiatan-kegiatan yang Dirancang untuk
meningkatkan pembangunan Ekonomi secara spesifik ada empat ciri dari
Pembangunan sosial :

1. Mengintegrasikan/ Menyerasikan Kesejahteraan sosial dan pembangunan
Ekonomi, yang mempersyaratkan Pengaturan secara formal keterkaitan
Secara efektif kebijakan dan program sosial Dengan ekonomi. Kebijakan
sosial dan Ekonomi adalah dua unsur penting dari suatu Proses
pembangunan transformatif dan Berkelanjutan.



2. Pembangunan sosial memanfaatkan Kebijakan ekonomi untuk mencapai
tujuan-Tujuan sosial. Pembangunan ekonomi wajib Meningkatkan
kesejahteraan penduduk Secara keseluruhan.

3. Kebijakan dan program-program sosial Memberikan kontribusi secara

positif pada Pembangunan ekonomi. Strategi peningkatan Investasi sosial
yang menggerakkan Partisipasi dalam ekonomi produktif wajib
Memberikan manfaat pada seluruh penduduk Sama halnya dengan
penerima pelayanan Kesejahteraan sosial.

4. Pada dasarnya pendekatan pembangunan Sosial berupaya untuk
menyerasikan Kebijakan sosial dan ekonomi untuk Memperoleh hasil yang
bercirikan Memaksimalkan penghasilan, pembentukan Asset, merata dan
inklusif.

Kesejahteraan sosial juga didefinisikan Sebagai kondisi sejahtera, yaitu
suatu keadaan Terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, Khususnya yang
bersifat mendasar seperti Makanan, pakaian, perumahan, pendidikan Dan
perawatan kesehatan. Pengertian ini Menempatkan kesejahteraan sosial sebagai
Tujuan dari suatu kegiatan pembangunan (Suharto, 2005). Pengertian ini sama
Dengan pemikiran Midgley (2004), bahwa Kesejahteraan sosial adalah suatu
keadaan Kehidupan manusia yang tercipta ketika Berbagai permasalahan sosial
dapat dikelola Dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat Dipenuhi dan ketika
kesempatan sosial dapat Dimaksimalkan.

Terkait dengan tujuan SDGs mempertegas posisi dan peranan sektor
kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan nasional yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan.
Untuk itu perlu komitmen dari unsur pimpinan dan bersinergi, konsistensi
kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, keberpihakan pada kesejahteraan
sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peran serta masyarakat,
organisasi sosial dan dunia usaha secara aktif, sistem birokrasi penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang transparan, akuntabel dan efisien. (Eillot Jenifer, 2016)

Masih banyak tantangan-tantangan dibawah pelaksanaan SDGs yang
merupakan kelanjutan dari program MDGs tersebut, menurut catatan, untuk
Indonesia garis kemiskinan masih di sekitar 11 %; malnutrisi kronis berada di angka
37.3 %; ada 658 ribu jiwa yang merupakan penderita HIV/AIDS, rata-rata
pendidikan hanya berlangsung 7,5 tahun (dari program pemerintahan sembilan
tahun); kesempatan pendidikan dan penciptaan lapangan kerja yang cukup. Selain
itu dampak pada lingkungan hidup juga sangat penting bagi Indonesia, yaitu
terjadinya deforestasi (penggundulan hutan) sebesar 1-2% per tahun. Fokus
pelaksanaan SDGs dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menjadi penting
untuk diperhatikan, PBB melalui tujuan pembangunan berkelanjutan dan target-
target yang terkandung di dalamnya memberikan petunjuk serta indikator-
indikator yang dapat diikuti, khususnya terkait soal-soal lingkungan hidup dan
pendidikan, bahwa Indonesia memiliki penduduk kelas menengah yang signifikan
dengan 122 juta jiwa dan ekonomi yang menggerakkan 1-2 trilyun dolar AS. Artinya,
Indonesia potensial mampu melaksanakannya. Tentu banyak sekali pekerjaan yang



perlu dilakukan bersama dalam 15 tahun ke depan ini. Indonesia telah mencapai
penurunan angka Kemiskinan dari angka sekitar 15 % sekitar 20-

30 tahun lalu menjadi 11,7 % saat ini. Dengan rekam jejak yang baik dalam
pelaksanaan MDGs, dengan kebijakan publik yang baik serta pendanaan dan fokus
pada SDGs dibidang kesehatan dan pendidikan, maka Indonesia dapat
memobilisasi kerjasama dengan mitra-mitranya dan memberikan hasil positif
disemua wilayah-wilayah Indonesia pada tahun 2030 nanti. (Abdurrahman, 2014).

PERAN ISLAM DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2009
Tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-undang ini merupakan jabaran lebih lanjut Dari
amanat Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sila ke-5 (UUD, 2011). Kesejahteraan Sosial
Dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial Warga
negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga Dapat
melaksanakan fungsi sosialnya. Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Penyelenggara
SJSN adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang terdiri dari BPJS
Kesehatan dan Ketenagakerjaan, diwujudkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Operasional dari ketentuan tersebut diatur dalam,
1). Perpres No. 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan dan Perpres No. 111
tahun 2013 Tentang Perubahan atas Perpres No. 12 tahun 2013, 2). Permenkes No. 69
tahun 2013 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan, 3). Permenkes No. 71 tahun 2013 Tentang Pelayanan
Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, 4). Peraturan BPJS No. 1 tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, 5.) Permenkes No. 28 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN. (UUD, 2004).

Dari sisi ekonomi Islam, BPJS adalah program yang baik dan legal. Namun jika
Memperhatikan skema program dan juga modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS
khususnya BPJS Kesehatan, dengan mendasarkan pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, secara umum Program
BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam,
terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak (MUI, 2015).
Untuk itu, pemerintah perlu didorong untuk membentuk, menyelenggarakan, dan
melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari’ah dan melakukan
pelayanan prima, agar sesuai dengan ekonomi Islam (Wartoyo & Haerisma, 2022). Hal
ini sesuai dengan rekomendasi Ijtima Ulama V. Jika sistem BPJS tetap berjalan seperti
sekarang ini, dikhawatirkan ada penolakan dari kalangan umat Islam yang dapat
menimbulkan permasalahan dan tidak optimalnya pelaksanaan BPJS. Hal ini penting
dilakukan mengingat pada 2019 nanti, seluruh warga negara wajib ikut program BPJS
yang apabila tidak diikuti maka akan mendapat sanksi administratif dan kesulitan
memperoleh pelayanan publik. Demikian pula bagi perusahaan yang tidak ikut program
BPJS akan mendapat kendala dalam memperoleh izin usaha dan akses ikut tender.



Di samping itu, dalam sektor keuangan publik Islam juga telah berkembang Lembaga-
lembaga yang dipercaya dan dibentuk pemerintah seperti BWI (Badan Wakaf Indonesia) ,
BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), dan derivasinya sebagai Pengejawantahan regulasi
yang diundangkan pemerintah. Walaupun lembaga- lembaga tersebut belum optimal
menggali potensi dana wakaf, zakat, infak, dan Sedekah dari masyarakat Indonesia yang
memang potensinya sangat besar (Wartoyo, et al, 2022). Menurut Direktorat Pemberdayaan
Zakat yang disampaikan dalam Lokakarya Peradaban Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta
mencapai 39 trilium Rupiah per tahun. (Soeharto, 2015)

Kesejahteraan dalam perspektif Ekonomi Islam adalah terpenuhinya Kebutuhan
materi dan non materi, dunia dan diakhirat berdasarkan Kesadaran pribadi dan
masyarakat untuk patuh dan taat (sadar) terhadap Hukum yang dikehendaki oleh Allah
Swt melalui petunjukNya dalam Alquran, melalui contoh dalam Keteladanan Rasulullah
Saw, dan Melalui ijtihad dan kebaikan para Ulama. Oleh karenanya kesejahteraan
Bukanlah sebuah cita-cita yang tanpa Pengorbanan tetapi membutuhkan Perjuangan yang
terus-menerus dan Berkesinambungan. (Kholis Nur, 2011)

Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk
mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan
terhormat (al-hayah al-tayyibah), dan dalam konteks negara adalah baldatun thayyibatun
Wa rabbun ghafur (Q.S. Sabaa’ 34:15). Definisi kesejahteraan dalam UU Nomor 11
Tahun 2009, sudah mencakup aspek spiritual, namun masih diperlukan penjabaran yang
Lebih konkrit agar betul-betul sesuai dengan tujuan ekonomi Islam yaitu falah. (Hamid,
2013).

Jika mengacu pada ekonomi Islam, kesejahteraan sosial masyarakat
Indonesia Harus berisi manusia yang berkategori ibadurrahman (Islamic man) (QS

25:63). Islamic Man adalah pribadi yang perilakunya rasional dan konsisten dengan
prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang.
Tauhidnya Mendorong untuk yakin, Allah-lah yang berhak membuat rules untuk
mengantarkan Kesuksesan hidup. Islamic man tidak materialistik, ia senantiasa
memperhatikan anjuran syariat untuk berbuat kebajikan untuk masyarakat, oleh karena itu
ia baik hati, suka menolong, dan peduli kepada masyarakat sekitar. la ikhlas mengorbankan
kesenangannya untuk menyenangkan orang lain. (QS 2:215; QS 92: 18-19). Motifnya
dalam berbuat kebajikan kepada orang lain, baik dalam bentuk berderma, bersedekah,
menyantuni anak yatim, maupun mengeluarkan zakat harta, dan sebagainya, tidak dilandasi
motif ekonomi sebagaimana dalam doctrine of sosial reposibility, tetapi semata-mata
berharap keridhaan Allah SWT. (Kholis Nur, 2011)

PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA

Hukum Islam telah menjadi living law dalam masyarakat Indonesia sejak
masuknya Islam ke nusantara, sudah meniscayakannya sebagai bahan dasar utama
dalam kerangka pembentukan hukum nasional melalui proses legalisasi atas dasar
politik hukum tersebut, telah banyak undang-undang produk legalisasi yang
mengangkat hukum agama (Islam) menjadi hukum nasional (Mukti Arto, 2010).
Dimulai dengan undang-undang perkawinan, undang-undang peradilan agama,
undang-undang haji, sampai undang-undang wakaf. Dalam kaitannya dengan



ekonomi syariah, terakhir telah dibentuk dalam Undang-Undang No.38 tahun 2008
tentang Bank Syariah, dan sekarang ini sedang digodok berbagai RUU aktifitas
ekonomi syariah seperti RUU sukuk, RUU asuransi syariah, RUU pasar modal syariah
dan lain-lain. Sebelumnya penyelenggaraan ekonomi syariah hanya berbentuk bank
syariah yang diatur sebagai sisipan dalam Undang- Undang No. 7 tahun 1992 yang
diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2008.

Ketika RUU Bank Syariah dibahas, dua partai politik partai Damai
Sejahtera dan PDI perjuangan di DPR dengan keras menolaknya untuk di sahkan
menjadi undang- undang. Alasan keduanya, sangat historis bahwa undang-undang
tersebut bertentangan dengan dan konsep kebhinekaan dalam NKRI serta
mengancam disintegrasi bangsa. Alasan yang sama juga pernah dijadikan senjata
untuk menolak RUU Peradilan Agama pada tahun 1989. Sejarah hari ini
membuktikan mereka itu tidak pernah terbukti. Mereka lupa pada sejarah bahwa
hukum Islam pernah berlaku di nusantara sebelum hukum Belanda kolonial
dipaksakan keberlakuannya oleh penjajah. Mereka juga mengingkari pasal 29 UUD
1945, sebagai konstitusi negara menjadi landasan otoritatif keberlakuan hukum
agama, termasuk hukum Islam. Apabila Penulis memperhatikan secara seksama
terkait kebijakan pemerintah terhadap ekonomi syari’ah di Indonesia ini setidaknya
bisa ditelusuri dari empat aspek kebijakan, yaitu keilmuan(peningkatan sumber
daya manusia), institusi atau lembaga keuangan ekonomi syariah dan regulasi serta
lembaga penyelesaian sengketa (litigasi atau non legitasi) (Sri Nurhayati, 2015).

Selain itu, harus juga diakui bahwa berbagai persoalan masih menjadi Kendala
perkembangan ekonomi Islam dan lembaga keuangan Islam di Indonesia.
Permintaan akan jasa keuangan dan praktek ekonomi berbasis Syariah
berkembang lebih cepat dari perkembangan terkait pemikiran dan Konsep
mengenai ekonomi Islam (Yusuf, et al, 2021). Ini berarti bahwa sumber daya insani
yang Memadai dalam tugas-tugas akademik dan intelektual untuk merumuskan
Berbagai pemikiran ekonomi Islam masih jauh dari mencukupi. Ditambah Juga
bahwa sumber daya insani yang secara praksis berkecimpung di Lembaga keuangan
syariah belum sepenuhnya memiliki kapasitas yang Ideal. Kebanyakan baru
merupakan sumber daya manusia pada lembaga Keuangan konvensional yang
kemudian sedikit dipoles dengan label syariah. Tak mengherankan jika kemudian
berbagai kritik bermunculan terhadap Praktek ekonomi syariah di Indonesia, yang
dinilai tidak jauh berbeda Dengan praktek serupa di lembaga keuangan
konvensional. Kegiatan ekonomi umat yang bebas dari praktek ribawi. Pola-pola
Hubungan berbasis syariah baru sebatas akad dan ikrar, belum substansinya.
Dengan kata lain, transaksi yang terjadi baru sekedar pada tahapan Menghilangkan
unsur riba dengan mendesain transaksi yang sah akad dan lkrarnya, dan belum
menyentuh persoalan mendasar pada masyarakat yang Membutuhkan peran aktif
lembaga keuangan syariah. Hal ini sangat Mungkin terjadi karena pendekatan
terhadap ekonomi syariah di Indonesia Dilakukan oleh dua kutub keilmuan, yaitu
ilmu ekonomi dan ilmu hukum Islam. Keduanya memang merupakan basis bagi
ekonomi syariah, namun Harus didekati dengan pendekatan yang integratif,
sehingga tidak terkesan Berjalan sendiri-sendiri. Tentang substansi yang
mendasari sebagai nilai-nilai utama ekonomi syariah ini memang masih terus
dirumuskan oleh para pakar dan teoritisi di bidang ekonomi syariah. Berbagai



buku ekonomi Islam Yang ada saat ini memang masih sangat terbatas untuk
menjelaskan pola-pola bisnis syariah yang tidak hanya sesuai dengan prinsip
syariah, tetapi Juga mampu memberikan kesejahteraan masyarakat luas. Sesuai
dengan kaidah ushul figh, transaksi dapat dilakukan dengan cara Apa saja asal
tidak bertentangan dengan dengan ketentuan syariah Isam. Hal Ini diperkuat
kembali dengan fatwa DSN MUI yang mengijinkan kondisi tersebut, sepanjang
transaksi tersebut tidak ada unsur riba, gharar, maisir, dan lainya yang tidak sesuai
dalam Islam. (Samsul Bahri, 2009).

Dalam kaitannya dengan peran ekonomi syariah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, memang belum menjadi agenda pengembangan yang
integratif (Yasin, et al, 2023). Dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah
di Indonesia yang disusun Bl misalnya, inisitaif dan target-target yang dicanangkan
belum secara eksplisit menunjuk pada upaya penyejahteraan rakyat. Meskipun
dalam dalam visinya, pengembangan perbankan syariah dimaksudkan untuk
terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenubhi
prinsip kehati- hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui
kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan,
tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat?
Poin- poin yang dituju dalam cetak biru tersebut antara lain kepatuhan pada
prinsip-prinsip syariah, Ketentuan kehati-hatian, Efisiensi operasi dan daya saing,
dan Kestabilan sistem dan kemanfaatan bagi perekonomian. Kontribusi ekonomi
Syariah dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat sebenarnya merupakan
bagian integral dari ajaran Islam yang seharusnya juga menjadi ruh
pengembangan ekonomi Islam beserta lembaga keuangan dibawahnya. Konsep
kerjasama dalam kebaikan dan takwa (ta’awun fil birri wa taqwa), merupakan
bagian dari prinsip Islam yang dijunjung tinggi. Namun dalam prakteknya, harus kita
akui bahwa praktek keuangan syariah, semisal bank masih jauh dari konsep ini.
Sampai saat ini, pembiayaan murabahah (jual-beli) masih mendominasi komposisi
pembiayaan bank syariah. Ini berarti bahwa bank syariah masih belum berani
bermain pada pembiayaan untuk investasi riil yang memang membutuhkan lebih
banyak energi dibandingkan pembiayaan jual-beli. Berdasarkan sektor ekonomi,
kontribusi perbankan syariah juga belum mencerminkan upaya pengembangan
kesejahteraan masyarakat. Sektor-sektor primer yang menguasai hajat lebih banyak
anggota masyarakat belum sepenuhnya menjadi concern perbankan syariah dalam
menyalurkan kreditnya. Perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya
memang bisa berkelit bahwa pada tahap awal, pragmatisme bisnis masih diperlukan
untuk menjaga eksistensi usaha. Namun demikian dalam jangka panjang, strategi
dan pendekatan yang lebih membela kepentingan rakyat sudah saatnya menjadi
fokus pelaku usaha bidang perbankan syariah. Kontribusi lain dari ekonomi syariah
untuk kesejahteraan masyarakat sebenarnya dapat juga dilakukan melalui alokasi
berbagai proyek untuk kepentingan rakyat banyak yang didanai melalui skema
pembiayaan syariah. Perkembangan sukuk di tingkat internasional misalnya bisa
dijadikan contoh. Tingginya likuiditas pada negara-negara kaya minyak di Timur
Tengah sebenarnya bisa diserap menjadi dana potensial untuk membiayai proyek-
proyek pembangunan yang berorientasi pada rakyat banyak, semisal pembangunan
jalan, sarana irigasi, dan lain-lain. Potensi ini sudah diakomodasi melalui penerbitan



UU No 19/2008 dan sudah saatnya memberikan hasil yang positif. Untuk itu, peran
pemerintah menjadi lebih dituntut untuk membangun iklim usaha yang baik
sehingga berbagai peluang yang telah ada dapat dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan nasional. (Prathama Rahardja, 2008)

Pemerintah sudah saatnya tidak hanya berkonsentrasi pada pengembangan
lembaga keuangan syariah sebagai lokomotif pengembangan ekonomi Islam semata,
tetapi sudah saatnya merambah pada upaya strategis menguatkan peran ekonomi
Islam dalam perekonomian nasional melalui strategi jangka panjang yang mencakup
lebih banyak aspek kehidupan. Islam sebagai nilai universal tentu saja tidak hanya
dipraktekkan dalam kaitannya dengan masalah transaksi, tetapi juga dalam masalah
manajemen, tata pamong (governance), pendidikan dan bahkan budaya bangsa. Di
sinilah kemudian peranan aktivitas akademik dalam membantu pemerintah
menyiapkan blue print pengembangan ekonomi Islam yang lebih luas menjadi
penting (Prathama Rahardja, 2008). Dengan penguatan dan pemanfaatan nilai-nilai
[slam yang tercakup dalam ekonomi Islam pada berbagai aspek kehidupan, maka
potensi ekonomi Islam dalam mendukung ekonomi nasional akan makin terbuka.
aktivitas akademik di perguruan tinggi sudah saatnya tidak hanya berkutat pada
masalah akad dan transaksi yang menjadi core dari aktivitas mu’amalah, tetapi juga
melihat secara lebih makro kepada aspek-aspek kemanfaatan (mashlahat) yang
terkandung dalam setiap transaksi untuk kemudian menterjemahkannya dalam
kerangka keilmuan yang dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak, termasuk
pemerintah. (Rifyal Ka’bah, 2004)

PENUTUP

Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam adalah Terpenuhinya
kebutuhan materi dan non materi, dunia dan Diakhirat berdasarkan kesadaran
pribadi dan masyarakat Untuk patuh dan taat (sadar) terhadap hukum yang
Dikehendaki oleh Allah Swt melalui petunjukNya dalam Al-Qur’an, melalui contoh
dalam keteladanan Rasulullah Saw,Dan melalui ijtihad dan kebaikan para ulama.
Oleh karenanya Kesejahteraan bukanlah sebuah cita-cita yang tanpa Pengorbanan
tetapi membutuhkan perjuangan yang terus-menerus dan berkesinambungan.
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